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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TABALONG,

bahwa untuk memastikan tercapainya target atas tujuan dan
sasaran pembangunan daerah secara ekonomis, efisien, dan
efektif, perlu dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Tabalong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 o)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Tabalong Nomor
09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor
15);
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Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017
Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021
Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2021 Nomor 11);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor
38);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun
2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 12);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
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MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022 dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai

tugas sebagai berikut:

a. melakukan evaluasi dan supervisi dalam pelaksanaan kebijakan
pembangunan Pemerintah Kabupaten Tabalong secara berkala;

b. mengumpulkan data dan informasi mengenai hasil pelaksanaan
kebijakan  pembangunan serta  faktor-faktor yang
mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pembangunan
Pemerintah Kabupaten Tabalong;

c. menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan dalam pelaksanaan
kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tabalong;

d. merumuskan pilihan-pilihan rekomendasi tindak lanjut untuk
setiap permasalahan dalam pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong; dan

e. melakukan tugas lain yang berkaitan dengan optimalisasi
pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Tabalong.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai
melaksanakan tugas sejak bulan April 2022.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 (7\!"' 2022
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BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI It

Tembusan Kepada Yth:

P00

Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tabalong di Tanjung.
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Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 388 /2022
TANGGAL 95 pub #0797

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

JABATAN DALAM JABATAN DALAM KET
DINAS TIM

1. Inspektur Kabupaten Tabalong Penanggung Jawab

NO.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Tabalong

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan
4. Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Anggota
Tabalong

Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabalong

Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Tabalong

Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat
Daerah Kabupaten Tabalong

Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan
| Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong

| Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
‘ 10 Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan
* | Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
| Tabalong

Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan
Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Tabalong

Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan pada
12. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Anggota
dan Pengembangan Kabupaten Tabalong

Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan
13. | Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Anggota
Kabupaten Tabalong 8 (delapan) Orang

Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan
14. | Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Anggota
Kabupaten Tabalong 8 (delapan) Orang

Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada
15. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Anggota
dan Pengembangan Kabupaten Tabalong

Ketua
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Anggota

Anggota

Anggota
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Anggota

Anggota
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